BAB IV

ANALISA JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DALAM
UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NO. 5/1960
DAN HUKUM ISLAM

A, Ierjadinya Jual-beli dan Peralihan Hak Milik Atas

Tangh

1, Menurut Undang-undang Pokok Agraria

Sebagaimana telah disebutkan di depan,bah-
wa jual beli hak milik atas tanah adalah sesuatu
perbuatan hukum yang bermaksud memindahkan hak nmi-
lik atas tanah yang bersangkutan oleh penjual ke-
pada pembeli untuk selama-lamanya pada saat mana
pihak pembeli menyerahkan harganya kepada penjual,

(Effendi Perangin, 1989 : 15).

Dari definisi tersebut, dapat ditarik suatu
kesimpulan, bahwa tujuan dari jual beli tanah ya-
itu pindahnya hak milik; telah terjadi pada saat
pembell menyerahkan harganya kepada renjual, Dan
di sinilah terletak riil dari hukum adat tentang
jual beli tanah,

Pada saat sebelum terjadinya UUPA, pelak- -
sanaan jual beli hak milik atas tanah tersebut di-
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lakukan di hadapan kepala desa atau kepala suku atau
secara di bawah tangan., (Departemen Dalam Negeri, 1984:

7).

Tetapi setelah berlakunya UUPA sejak tanggal 2.4
September 1960 (L N, 1960 no, 104), hak-hak yang ber-
kaitan dengan tanah dan segala peralihannya harus dila-

kukan menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA),

Maka terjadilah perubahan yang mendasar dalanm
pertanahan yang juga mempengaruhi peralihan hak milik

atas tanah dengan cara jual beli,.

Menurut UUPA yang berlaku sekarang ini bahwa Jju-
al beli hak milik atas tanah diatur dengan Peraturan
Pemerintéh, (UUPA, pasal 26 (1) ).

Dan selanjudnya di dalam Peraturan Pemerintah dimaksud-
kan hek milik atas tanah harus dibuktikan dengan suatu
akta yang dibuat oleh PPAT, (PP No,10/1961 pasal 19).

Dengan ketentuan tersebut, maka untuk terjadinya
Jual beli tanah, para pihak harus hadir di kantor PPAT,
Yang mewilayahi tanah yang bersangkutan, Jadi'ummat.dan
pejabat yang menangani masalah jual beli tanah itu ada-
lah telah tertentu yang tunduk kepada aturan yYang sama
di seluruh Indonesia,

Para penjabat pembuat pembuat akta tanah dilarang

-z
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keras membuatkan akta jual beli tanah,kalau segala per-
syaratan yang ditentukan oleh UUPA belum dipenuhi, Sya-
rat-syarat tersebut menyangkut subyek dan obyek dalam

jual beli tanah,

Oleh karena UUPA dalam menangani jual beli hak
milik atas tanah menganut prinsip yang riil, dalam arti
bahwa perbuatan hukum jual beli tanah itu harus diwu-
Judkan dalam bentuk akta, yang kemudian ditandatangani
oleh para pihak yang terlibat dalam jual beli tanah,
yaitu para penjual, pembeli,}para saksi, dan PPAT itu

sendiri,

Di dalam pasal 1 formulir akta jual - beli tanah
dinyatakan bahwa :'Mulai hari ini tanah hak milik yang
diuraikan dalam akta ini telsh diserahkan kepada pembeli
Yang mengaku telah menerima penyerahan itu B Jjuga
di dalam formulir akta jual beli tersebut menerangkan
bahwa :"Penjual mengaku telah menerima sepenuhnya uang

pembelian ,.,.",

Dengan demikian terjadinya jual beli hak milik
atas tanah menurut UUPA adalah terjadi pada saat ditan-
datanganinya akta jual beli hak milik atas tanah ter-

sebut,

Setelah berlakunya UUPA, maka hanya perjanjian
Jual beli yang dilakukan di hadapan PPAT yang merupakan

S



61

v

Jual beli yang sah, (Chidir Ali, 1985 : 9).

Jadi kalau dikembalikan kepada ~ dasar hukum
agraria, hukum adat menentukan bzhwa hak milik atas
tanah itu beralih pada saat jual beli dilakukan, (Ef-
fendi Perangin, 1989 : 23),

Jadi pada saat itulah hak milik atas tanah beralih
kepada pembeli, Hal ini sesuai benar dengan kesadar-
an hukum rakyat, dimana kalau sudah di jual tanahnya

dan uangnya diterima; ia tidak merasa "mempunyai'la-

gi,
Menurut Hukum Islam

Jual beli menurut hukum Islam merupakan per-
Janjian timbal balik antara dua orang ataulebih yang
inti tujuannya adalah untuk memindahkan hak milik
dari penjual kepada pembeli secara timbal balik. (Ali
Fikri, t.t, : 157), Dan pemilikan terhadap hak milik
tersebut adalah untuk selama-lamanya. (Ali Fikri,t.t
11),

Tujuan jual beli tersebut dianggap telah ter-
Jadi atau sah serta mempunyal pemilikan yYang  sem-
purna, apabila rukun-rukun jual belinya telah meme-
nuhi segala persyaratannya, (Sayyid Sabiqg, III,t.t,:
317).
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Maka pada saat tercapainya ijab dan qgqabul antara
penjual dan calon pembeli telah menimbulkan hak milik
atau beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli,
Karena dengan terjadinya akad yang sah dari suatu jual
beli, para pihak telah terikat dengan kewaJjiban-kewa-
Jiban yang harus dipenuhi, Penjual berkewajiban menye-
rahkan hak milik atas tanah, dan pembeli berkewajiban

menyerahkan uang harga tanah sesuai dengan akadnya,

Kewajiban memenuhi segala ketetapan dari akad
yang sah, berdasarkah pada firman Allah Swt,, dalam su-

rat Al Maidsh :
e (v (o) aaslall) oy aadbly ol ot i, L,

"Hal orang-orang yang beriman, sempurnakanlah

ugudmu', (AL Qur-an, 5; 1984 : 156),

Dari uraian tersebut, nampak adanya indikator
Yang membedakan dan juga ada segi~segi persamaannya,
Persamaan yang terdapat dalam hukum Islam dan UUPA ten-
tang Jual beli tanah, terlihat dari inti atau hakekat
dari jual beli tanahnya adalah pemindahan hak mil-ik atas

atas tanah dari penjual kepada pembeli untuk selamanya,

Mengenai perbedaannya dapat dilihat dari beberapa
segl yaitu, dari segi terjadinya jual beli.Di dalam hu-
kum Islam jual beli tanah itu telah terjadi pada saat
terjadinya ijab dan gabul atau pada saat terjadinya pe-
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nyerahan harga dan barang. Hal ini berbeda sekali  de-
ngan UUPA yang memandang, bahwa dengan diucapkannya ka-
ta-kata dengan mulut saja oleh penjual dan pembeli be-~
lumlah terjadi- jual beli, (Putusan MA, tanggal 14 De-
sember 1957, no, 271/K/Sip/1956),

Menurut UUPA, perjanjian jual beli hak milik atas tanah
itu terjadi pada saat apa-apa yang dinyatakan.oleh pen-
Jual dan pembeli itu ditandatangani dalam sebuah akte

di hadapan PPAT, (Effendi Perangin, 1989 : 23).

Dari segl saat terjadinya peralihan hak milik
atas tanah, kalau ditinjau menurut hukum Islam terjadi-
nya pada saat tercapainya ijab dan gqabul,atau pada saat
penyerahan harga dan hak milik, karena pada saat - saat
itulah terjadinya jual beli, Hal ihi berbeda dengan
UUPA, karena terjadinya jual beli hak milik atas tanah
itu pada saat akta jual beli ditandatangani oleh para
pihak yang hadir, maka saat itu hak milik atas tanah
beralih kepada pembeli, (Soebekti, 1984 : 82).

Jadi, dari jual beli tanah menurut UUPA itu me-
lahirkan suatu alat bukti yang autentik,yang membukti-
kan benar-benar terjadinya peralihan hak milik atas ta-

nah

Sedangkan dari jual beli menurut Islam tidak me-

lahirkan alat-alat bukti yang konkrit dan autentik yang
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menerangkan telah terjadinya peralihan hak milik atas
tanah dari penjual kepada pembeli, Nampak sekali bahwa
hukum Islam sangat menonjolkan kejujuran dan i'tikad

baik dalam hubungan hidup kemasyarakatan,

Perbedaan-perbedaan tersebut, yang terjadi di da-
lam UUPA tentang jual beli dan peralihan hak milik atas
tanah itu ada keharusan dicatat dalam sebuah akta jual
bell yang membawa kepastian hukum bagi penerima hak mi-
lik atas tanah yang baru, serta dapat menghindari ter-
Jadinya persengketaan tanah yang bersangkutan, adalah
tindakan yang dapat menyumbat timbulnya mafsadat; dan
membawa ketentraman bathin bagi kedua belah pihak, Maka

sesual dengan kaidah figh yang menyatakan :

e TS L ME S B RS- SRR I R
(Asjmuni A, Rahman, 1976 : 76).
Artinya:
"Menolak kemaslahatan, lebih didahulukan daripada

menarik kemaslahatan",

Di dalam hukum Islam sendiri sebenarnya pemerin-
tah mengadakan pencatatan dalam perniagaan itu merupa-
kan suatu tindakan yang baik untuk dilakukan, ( Sayyid
Sabig, III; t,t. : 139), Termasuk mengadakan persaksian
terhadap perbuatan jual beli yang telah dilakukan.Allah

berfirman :
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(vav (.S) 3_,3..J|) Sa—r VY, ._..;..‘:KJi._.a_“, \J)r:;.*_:'l....:‘.."‘l.}l'l,. S

"Dan persidksikanlah apabila kamu berjuazl beli, dan
Janganlah penulis dan saksi menyulitkan®, (Al “urtan (2)-
1984 : 282). ~ ‘

Sedangkan penulis tersebut hendalkl~h dilakukan

oleh seorang penulis (notaris) Yang berim=h, bertagwa

dan adil. Seperti firman Allah

( YAY (\) 75001 ) ol

"Dan hendaklah seprang penulis di antera kalién
menuliskannya dengan benar, dan Janganlah penvlis itu

énggan menulis sebagaimsna Al1ah mengajarkannya maka hen-
daklah ia tulisn, (1 Qur'sn,(2), 1984 : 282 :

Nilai dari pada pemintah yang tersirat halam?surat

Yang tersebut di atas ada beberapa Pendapat |

| (a). Menurut Sya'bi berpendapat adalah Tardlqy kifayah
sepérti Jihat, sholat atas Jencah.

(b). Nenurut Sebagian ulaﬁé' Kufah berpendapat adalah
fardlu ain, tatkala tidak adanya penulis .yang
lain. ' o

(c): Menurﬁt Mujahid dan Athak adalah snnnal,

(@). Ménurﬁt Dhohak ayat ini adaiah nancuh, namup  ti-

| dak dijelaskan Jang mana yang memansuhkannya.

(e). Sedangkan menurut Ibnu Arabi yang benar adalah

perintah yang bersifat exucatif (anjuran/ sl 1),

. S’/([(/’ ',‘,f,-i N I A A RN T, s A B ,l
/ / o
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Jual beli secara kontan, syara' tidak menekankan

untuk menuliskannya. Sesuail dengan firman Allah

b prsSs W plie (Sols s (Sl sg s 5,0l 3, Las 1YY
"Kecuali jika mu'emalah itu perdagongan tunai yang

- kamu jalankan di.antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu,
(jikag komu tidak menulisnya¥, (Qur'an (2), 1984 : 282)

-

Adapun yang berhak mendektelian surat kenads penu-
lis ialah pihak yang berhutang dengan sepengetshuan pihak

yang menghutangkan. Terdapat dnlam firman Allah s

Tt st s Yoo o Ul S COU PR TP | PO PP ¥ | I R,
"Dan hendaklah orang ynng berhutang (berkewajinén)

itu mendelktekan:i(apa Yang akan ditulis), don Hendaklsh ia
bertagwa kepada Allah Rab-Nya dan jangrnlzah in mengurangi

gedikitpun dari hutangnya ...".(AlL Qur'an (2), 1984:282)

Menurut Malikiyah pembulitian itu di kakukan;uoleh
orang yang berhutang bukan orang yYang bterpiutanr, karena
orang yang berhutang adalsh orang Yang malakulian  'ikrar

- hutang. Ilal ini sesuai dengan hadist Nabi yang nenyatakans

. "Shksf bagi orang yang meﬁuduh dan sumpah bagi
orang yang ingkar (tidak mengakui)v, '
Oleh karena itu, biassanya Jual beli hak milik atas
tanah melibatkan uang yang tidak kecil jumlahnya se-

hingga untuk ppelaksanaan Jual beli itu harus seperti



dalam ketentuan UUPA, yaitu harus dibuat di hadapan
PPAT, kemudian diséksikan oleh beberapa Orang saksi
dan mereka membubuhkan tanda tangan dalam sebush ak-
ta jual beli, Sebagai bukti peralihan hak atas tanah,

walaupun pembayarannya itu secara kontan,

Hal yang demikian itu merupakan tindakan yang

di dalamnya mengandung kemaslahatan,

Oleh karena mewujudkan suatu kemaslahatan itu
merupakan inti dan tujuan hukum Islam, maka untuk
terjadinya jual beli dalam UUPA itu harus dibuatkan
dengan suatu akta jual beli, dan ini tidak berten-

tangan dengan hukum Islam,

Subyelk Hukum dalam Jual-beli Hak Milik Atas Tanah

1, Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, Oorang yang akan melaku-
kan jual beli dari pihak penjual mzupun pembeli
agar dari perbuatannya itu membawa akibat hukum
pada dirinya, maka diharuskan memenuhi pPersyarat-
an-persyaratan sebagai penjualan dan pembeli yang

sah menurut hukum,

Persyaratan-persyaratan dimaksud ialah;ca-

kap bertindak hukum sendiri untuk melakukan per-



Janjian jual beli, (Ali Fikri, t.t, : 64).

Orang~orang yang dipahdang tidak cakap melszkukan tin-
dakan hukum itu antara lain; orang gila atau orang bo-
doh, maka apabila ini terjadi tidak sah jual belinya.
Juga anak kecil belum mumayyiz. Adapun anak-anak yang
sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut
setengah ulama berpendapat; bahwa mereka dibolehkan ber
Jualan barang yang kecil-kecil, dengan maksud kecil har-

ganya/murah ,

Begitu pula orang yang tidur, maka orang yang
tidur tidak sah jual belinya, Sebagaimana sabda Nabi

Saw,

sy Al e Lghjguﬁ‘Jt>r:tJlos43_:N:O;rL.UlCTJb
Y Uy S SEE I |
(Abu Dawud, IV, t,t. : 4403),
Artinya:
"Yang terlepas dari hukum, tiga macam :

l. Anak-anak, hingga ia dewasa,
2. Orang tldur hingga ia bangun, dan
3, Orang gila hingga ia sembuh",
Syarat yang lain lagi bagli si pelaku :

1. Seseorang yang telah sampai umur

2. Seseorang yang berakal sehat

3. Seseorang yang mampu berikhtiar, (Abdul Wahab Ibn

Ahmad, t.t, : 62),
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Penjual anak kecil, belum sampai umur;belum ber-
akal penuh, menurut Imam as Syafi'i dan Imam Malik ti-
dak sah, Sedang Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat : Pen-
Jualan anak kecil yang sudah mumayyiz (bisa membedakan)

adalah sah, asal ada izin dari walinya,

Akad orang gila, orang mabuk, anak keclil yang
tidak dapat membedakan, tidak sah, Jika orang gila da-
pat sadar seketika dan gila seketika (kadang sadar dan
kadang gila), maka akad yang dilakukan pada waktu sadar
dinyatakan sah, dan akad yang dilakukan ketika gila ti-
dak sah, (Sayyid Sabiq, 1987 : 51).

Sebagaimané hadié Nabi

r_:L_LJIC,_s,abagLg_a-g¢_4dlc;,(5_fg‘JL;>CH;.?_AJIQ;Z?JQ
( st sdlaly, ) bdo o &>

(Bukhari, t.t, : 176).
Artinya:

iDiangkatlah kolam dari orang gila sampai ia
sembuh dari anak-anak sampai mengerti dan dari orang

tidur sampai bangun'",

Jual bell dengan cara paksa tidak sah, kecuali
dengan hak, Sebagaimana sabda Nabli Saw. :
(eabxlely,) adelnS nl by Lty b syl Aol s 2,

Artinya:
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"Diangkat (tidak ditulis) dari umatku yang ke-
liru/salah, lupa dan &ipaksa". |

Jual beli paksa dengan hak, hukumnya boleh, Se-
perti seseorang dipaksa menjual rumahnya demi perluasan
Jalan/pembangunan masjid atau kuburan. Atau menjual mi-
liknya untuk membayar hutang, atau membayar nafkah ke-
pada istri atau kedua orang tua, (Sayyid Sabiq,1987: 71).

Persyaratan yang lain ialah bahwa penjual mzupun
pembeli saling rela, tidak karena adanya paksaan yang

tidak benar (suka sama suka), Seperti firman Allah :
(Ya8 fLl) (S sl e d)las 5% of Y1 Jb Ll S Sl ol oL Y

'Janganlah kamu makan harta yang ada di antara
kamu dengan jalan batal melainkan dengan Jalan jual
beli suka sama suka", (Al Qur-an, 4; 1984 : 122).

Grang yang melakukan Jjual beli tanpa adanya kerelaan,

maka tidak sah jual belinya, sebagaimana sabda Nabi Saw

R .

(Abu Bakar al Jazairiy, t.t, : 316). .
Artinya: ’

"Sesungguhnya yang disebut jual beli itu (yang

berlangsung) saling ridha",

Dengan demikian, Jjika penjual dan pembeli itu

Orang-orang yang cukup bertindak hukum sendiri,tidak
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karena paksaan, dan penjual adalah orang yang berhak
atas benda yang dijual itu, maka Jjual beli semacam
itu dilihat dari segi subyek hukumnya adalah  sah,

Termasuk Juga dalam jual beli hak atas tanah,

. Menurut UUPA

Sedang menurut UUPA, orang yang akan melaku-
kan jual beli hak milik atas tanah harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut : '"Kecakapan untuk me-
lakukan perbuatan hukum, kesepakatan mereka yang me-
ngikat dirinya atau yang melakukan jual beli, kese-
pakatan dalam hal-hal tertentu, dan kesepakatan de-

ngan suatu sebab yang halal", (KUH Perdata,t,t:305).

Selanjutnya pihak penjual itu disyaratkan :
Orang yang berhak atas tanah yang akan dijual, ber-
wenang melakukan jual beli, boleh menjual dan membe-
1i tanah yang berstatus hak milik, identitas harus

jelas, (Effendi Perangin, 1987 : 1).

Apablla persyaratan tersebut dapat dipenuhi
oleh calon penjual maupun pembeli, maka jual beli
tanah dapat dilangsungkan dan membawa akibat hukum

yang sah,

Berwenang melakukan jual beli artinya bahwa
tidak ada hak orang lain yang ikut terjual atau ter-
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beli dalam jual beli itu, Contohnya : Dalam tanah wa-
risan milik bersama, salah satu dari pemegang hak milik
atas tanah tersebut tidak berwenang menjual tanpa ada-

nya persetujuan dari anggota lain.

Penjual boleh menjual, artinya tanah yang di jual
tidak dalam persengketaan atau penyitaan. Kalau tanah
itu dalam penyitaan pengadilan, atau ada orang yang
menggugat hak milik atas tanah, milik tuan Atmo misal-
nya; maka walaupun tuan Atmo itu berhak atas tanah ter-
' sebut; namun ia belum boleh menjualnya sebab masih ter-
libat dalam perselisihan, (Pasal 22 (1) PP No. 10 tahun
1961),

Kalau penjual itu sebagai kuasa dari pemilik ta-
nah, maka ia harus menunjukkan surat kuasa Yang dibuat
oleh yang berwajib., Surat kuasa Yang dianut secara di
bawah tangan tidak dapat diterima sebagai syarat untuk

melakukan jual beli tanah menurut UUPA.

Pembeli boleh membeli, setelah jual beli dilaku-
kan maka hak milik atas tanah menjadi berpisah kepada
pembelinya, Persoalannya ialah apakah pembelinya itu
boleh menjadi subyek (pemegang) hak milik atas tanah
yang dibeli itu,

Menurut Undang-undang Pokok Agraria, orang-orang asing

Yang tinggal di Indonesia tidak boleh membeli tanah yang
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berstatus hak milik, karena mereka oleh UUPA bukan ter-

masuk subyek hak milik atas tanah,

Dari beberapa ketentuan yang ada pada subyek ju-
al beli tanah, baik dalam hukum Islam maupun agraria
tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan; bahwa pada
mulanya persyaratan—persfaratannya adalah sama; yaitu
penjual maupun pembelinya adalah orang-orang yang cakap
dalam melakukan hukum sendiri, kerelaan dari kedua be-
lah pihak dan yang berhak atas obyek (hak milik atas ta~

nah),

Jika terjadi salah satu hal dari yang disebutkan
di atas tadi, yaitu pembeli maupun penjuslnya tidak ca-
kap melzkukan perbuatan hukum, maka rerjanjian jual be-
1li yang semacam itu adalah jual beli yang cacat pada
subyek hukumnya, Oleh karena itu dapat dibatalkan oleh
hakin atas permintaan orang atau pihak yang memberikan

perizinegn secara psksa,

Tetapl setelah melihat keadazn di Indonesia di
mana warga negaranya yang terdiri atas penduduk Indone-
sia asli dan orang-orang asing (UUD '45 (1) pasal 26)
yang mempunyal hak yang sama terhadap pemilikan tanah,
baik laki-laki maupun wanita, serta dapat mengambil man-
faat dan hasilnya baik bagi dirinya sendiri maupun ke-

luarganya, (UUPA, (2) pasal 9) maka guna melindungi go-
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longan warga negara yang lemah terhadap sesama wérga
negara yang kuat kedudukan ekonominya, (penjelasan UUPA
pasal 26). Dan guna mencegah timbulnya penguasaan tanah
secara berlebihan, (UUPA pasal 11 ayat 1), maka oleh
penerintah dipandang perlu'adanya persyaratan-persyarat
an yang ditujukan kepada hal-hal sekitar subyek dalam
jual beli tanah,

Kebi jakan pemerintah yang tertuang di dalam UUPA
kaltennya dengan jual beli tanah, adalah menyangkut ke-
pentingan rakyat banyak khususnya pribumi, maka kebi-
Jakan itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan, Kaidah

figh menyatakan :

(Asjmuni A, Rahman, 1976 : 60).
Artinya:
"Tasaruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus

dihubungkan dengan kemaslahatan',

Dengan adanya pembatasan pemilikan hak milik atas
tanah, tidak semua orang boleh membeli hak milik atas
tanah adalah akan membawa maslahah bagi rakyat secara
merata, melindungi rakyat yang perekonomiannya lemah,
Sebab dengan timbulnya penguasaan tanah bagl golongan-

golongan atau orang-orang tertentu,akan mempersulit ke-

hidupan orang iainnya. Terutama yang mata pencgharian-

d
Sy
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nya bersifat agraris, seperti bangsa Indonesis,

Dapat dipastikan bahwa kalau orang-orang yang
tinggal di Indonesia ini bebas membeli tanah, tidak
ada batasan-batasan maksimum pemilikan tanah yang
berstatus hak milik, akan terjadi kaum-kaum feodal
atau tuan-tuan tanah, sehingga tanah-tangh akan ba-
nyak yang jatuh di tangan-tangan orang-orang tertentuy,

sehingga mempersulit (mempersempit) gerak hidup orang

"lainnya.

Dengan demikian, apa yang telah digariskan
dalam Undang-undang Pokok Agraria tentang subyek-sub
yek hak atas tanah serta ketentuan boleh dan tidak-
nya seseorang melakukan jual beli atau pembelian hak
milik atas tanah adalah telah sesuai dengan ketentu-
an (tuntutan) zaman dan keadaan yang mengandung ni-
lai-nilai kemaslahatan bagi rakyat banyak dan keter-
tiban umum, Maka tidaklah bertentangan dengan hukum

Islam,

byek d m Jual-beli Hak Milik Atas Tanah

Sebagaimana telah disebutkan di depan, bahwa
yang dijadikan obyek jual beli tanah dalam pembahas-
an skripsi ini adalah tanah yang berstatus hak milik
Di samping hak milik, ada hak-hak atas tanah yang
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lain seperti hak guna bangunan, hak usaha,haka pakai,hak
sewa, dan lain-lain hak Yang belum ditentukan dalam ben-

tuk Undang-undang.

Suatu benda yang dijadikan obyek jual beli itu
agar menimbulkan Jjual beli yang sah, maka harus memenuhi

persyaratan-persyaratannya,

1, Dalam hukum Islam

Persyaratan-persyaratan yang harus ada pada
obyek yang akan di jadikan obyek jual beli,menurut hu-
kum Islam adalah benda itu telah ada (maujud), oleh
karena itu jual beli dipandang tidak sah,kalau obyek-
nya itu belum maujud, Yang jelas, bahwa kesamaran da-
pat terhindar dari sesuatu barang manakala diketahui
wujudnya (selamat dari kesamaran dan riba),selain da-
ri wujudnya juga selamat dari sifat dan kadarnya, juga

dapat diserahterimakan, (Ibnu Rasyid, III, 1990 : 99)

Dalam hal ini, hak milik atas tanah yang di-
Jadikan sebagali obyek ialah tanah; karena telah ada
bahkan telah ada sejak manusia belum ada, maka dapat
dijadikan sebagal obyek jual beli, Dikecualikan Jual
beli salam, dan jual beli buah-buahan yang sudah nam-

pak sebagiannya.

Syarat yang lain ialah bahwa obyek jual beli



7

itu harus bermanfaat menurut syara'. Sebagaimana telah
dijelaskan oleh Abu Hanifah, bahwa al-mal/benda itu ada-
lah segala sesuatu yang mungkin dapat dimiliki oleh ma-
nusia dan dapat diambil manfaatnya dalam keadaan biasa.
Oleh karena itu, arak, bangkai, daging babi tidak dapat
dijadikan obyek jual beli, karena benda-benda tersebut
menurut hukum Islam tidak dapat diambil manfaatnya,
Sebagaimana firman Allah SWT,

(v (o) ia:LdJl),,)_;_leraJ,faJL,a;éulr_;g_;‘;_ﬂr__>
"Telah diharamkan kepadamu makan bangkai, darah,
babi", (Al Qur-am, 5 : 1984 : 157),
Dan hadis riwayat Bukhari-Muslim :

Artinya:
"Sesungguhnya Allah mengharamkan menjualbelikan

khamer, bangkai, babi, patung-patung",

Disyaratkan lagi bahwa obyek jual beli itu dapat

diserahterimakan (el —wcdl yai s ) pada waktu ter-
Jadinya akad; Oleh karena itu benda yang tidak dapat
diserahterimakan walaupun barang itu dimiliki oleh pen-
Jual, maka tidak sah, Contohnya : Ikan Yang masih ada
di lautan, burung yang terbang di angkasa dan lain-

lainnya,
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Prinsip ini logis dan sejalan dengan garis
ketentuan tidak boiehnya "gharar" (kesamaran dan ke-
tidakpastian) yang bisa menimbulkan kerumitan dan me
ngundang persengketaan di kemudian hari, (H, Hamzah
Ya'qub, 1984 : 91). Hal ini Jjelas tidak dikehendaki

oleh syara',

Kaitannya dengan persyaratan ini, bahwa tanah
memang secara fisik tidak bisa diterimskan, Akan te-
tapil karena yang menjadi obyek atau yang dijual itu

hak miliknya yang dapat diserahkan dengan menyerah-

kan sertifikat, maka hak milik atas tanah dapat di-

masukkan dalam persyaratan ini, Bendanya itu adalah
milik penjual atau di bawah kekuasaan orang yang di-

beri kuasa untuk itu,

Dengan beberapa ketentuan tersebut,dimana hak
milik atas tanah itu ada (maujud),dapat diambil man-
faatnya dapat diserahterimakan yaitu dengan cara me-
nyerahkan sertifikat atau surat-surat tanda hak yang
bersangkutan dengan tanah, maka hak milik atas tanah

dapat sebagai obyek Jjual beli tanah,

Dalam hukum Agraria

Hak milik atas tanah yang dijual itu disyarat
kan; cukup jelas atau tertentu, dalam arti tertentu

Jjenisnya, haknya, batas-batasnya, pemegang haknya
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(yang semuanya itu dapat dilihat dalam sertifikat tanah)

Termasuk dalaﬁ pengertian tertentu ini iala}l :
Harga tanah harus cukup jelas, Syarat ini perlu, untuk
dapat menetapkan jika penjual dan pembeli terjadi per-
selisihan,

Disyaratkan pula bahwa status hak milik atas ta-
nah itu harus jelas, Untuk pembuktian status tanah itu,
maka penjual harus dapat menunjukkan sertifikat tanah,
dengan surat tanda bukti pembayaran pendaftaran akan di-

lakukannya jual beli .

Dalam prakteknya agar PPAT bersedia membuatkan
akta jual beli tanah itu, maka penjual diwajibkan me~
nyerahkan surat-surat yang berkaitan dengan hak milik
atas tanah yang bersangkutan, yaitu antara lain; surat
bukti bahwa tanah yang akan dijual itu tidak dalam per-
sengketaan, yang diperoleh dari Kepala Desa yang menge-

tahui keadaan tanah yang ada di desanya,

Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi terlebih
dahulu, sebab apabila ada persyaratan yang tidak terpe-
nuhi, maka PPAT tidak mau membuatkan aktanya, Atau de-
ngan ungkapan lain jual beli tidak dapat dilaksanakan.

Persyaratan-persyaratan yang diperlukan olen PPAT

tersebut itulah yang sangat membedakan dalam hukum Islam
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Di depan telah disebutkan, bahwa dari perjanjian jual-
beli menurut Islam tidak harus dicatat, dan Jual beli
itu bisa terjadi dan dapat memindahkan hak milik dengan
tercapainya kata sepakat antar ijab dan qabul, Prinsip
ini kalau dilihat sepintas selalu dalam hukum Islam ba-
nyak mengandalkan rasa percaya diri serta kejujurannya,
Biasanya hal ini banyak dipakai karena adanya hubungan

persaudaraan atau keluarga (famili),

Dengan cara demikian, tidak mustahil salah satu
pihak akan mengingkari apa yang pernah dimufakati ber-
sama, Hal ini sangat merugikan dan merupakan penipuan
Dengan demikian untuk mencegah terjadinya penipuan di-
kemudian hari, Tetapi dengan adanya surat-surat bukti
yang diperkuat dengan saksi-saksi, maka pihak yang ber-
niat jahat itu skan mengalami kesulitan dalam melakukan

penipuan,

Sekalipun tidak ada niat jahat dari salah satu
-plhak untuk menipu dengan jalan mengingkari kesepakatan
dalam perjanjian, namun tidak mustahil salah satu pihak
akan khilaf, ragu-ragu atau lupa, Ingatan,kadang-kadang
tidak dapat diandaikan seluruhnya, Tempo-tempobetul dan
tempo-tempo keliru, Maka akta Jual beli atau kwitansi
sebagai bukti "hitam di atas putih" itulah yang meng-
ingatkannya, sehingga pihak Yang ragu-ragu atau lupa
dapat menyadari kekhilafannya,
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Dengan demikian, pengadaan surat jual beli itu
besar kegunaannya untuk mencegah penipuan, kerugian sa-
lah satu pihak, dan pertengkaran, (H, Hamzah Yatqub,1984:
78).

Seperti firman Allah

(YAY(Y) a0 0pSb o Jal (I b 131 Iyl o 31 (I
"Hal orang-orang yang beriman, apabila kalian
mengadakan suatu perikatan (bermu'amalah) tidak se-
cara tunai untuk Jangka waktu tertentu,maka hendak-

lah kalian menuliskannya', (Al Qur-an,2; 1984 :282)
Kemungkinan-kemungkinan adanya usaha penipuan

Jual beli tanah yang dijual bisa lebih dari tiga atau
sampal beberapa kali yang sangat merugikan itu dapat di-
cegah dengan memperjelas status tanah Yang di jual itu,
Usaha-usaha kearah itu Undang-undang Pokok Agraria te-
lah menetapkan bahwa untuk dapat dilaksanskannya Jual
beli tanah penjual harus menunjukkan surat-surat seperti

akta jual beli, atau sertifikat, surat-surat pajak, su-

rat keterangan, tidak dalam persengketaan,dan lain-lain

Surat-surat tersebut dikaitkan dengan obyek, ya-
itu hak milik atas tanah, sebagal salah satu unsur un-
tuk dapat terjadi atau tidaknya jual beli tanah, dalam
rangka mempertegas status tanah Yang bersangkutan, guna |
menghindari penjualan tanah seseorang yang lebih dari
Yang sebenarnya atau dengan kata lain untuk menghindari

usaha-usaha penipuan status tanah,



